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TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

:a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat 

Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi 

Umum yang ditentukan penggunaannya terdapat kegiatan dan 

subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan 

pendukung yang didanai dari DAU bidang pendidikan, 

kesehatan dan infrastruktur, 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/Pmk.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Otonomi Khusus dimana Penyaluran DAU sebagaimana 

dimaksud dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.g. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen 

persyaratan penyaluran dari Daerah, dengan ketentuan 

sebagai berikut: a. tahap I, berupa laporan rencana anggaran 

tahun anggaran berjalan dan penggunaan sisa DAU pada setiap 

bidang untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang 

kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum tahun 

sebelumnya, 

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo 

Nomor : 146/29/IV/2024 tentang Pemberian Bantuan 

Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah



Kabupaten Bone Bolango atas beban Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 

Anggaran 2024 dimana Pemerintah Provinsi Gorontalo 

memberikan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada 

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo 

Tahun Anggaran 2024 yang pemanfaatannya untuk kegiatan 

pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Pinogu 

Kabupaten Bone Bolango, 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolmn Insentif 

Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja 

Tahun Sebelumnya pasal 22 dimana dalam rangka monitoring 

penggunaan sisa dana insentif daerah sampai dengan tahun 

anggaran 2022 dan/ atau sisa Insentif Fiskal tahun anggaran 

2023, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana 

penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa dana 

insentif daerah dan/atau Insentif Fiskal kepada Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan c.g. Direktur Dana Desa, 

Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah point D pergeseran anggaran d. Pergeseran anggaran 

yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: 1) Pergeseran 

antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat 

dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. 2) Pergeseran 

antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini 

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD 3) Pergeseran antar 

sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran 

ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 4) Perubahan atau 

pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan 

atas persetujuan Pengguna Anggaran, serta point D Belanja 

daerah, dimana Belanja daerah yang bersifat mengikat 

merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 

harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah 

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk 

pembayaran kekurangan gaj dan tunjangan,



Mengingat 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e. perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024: 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269), 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601),



10. 

Ti, 

12. 

13. 

14. 

15, 

16. 

L#- 

18, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2024, 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024,



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 986.192.077.537,00 

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.500.000.000,00 

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 988.692.077.537,00 

2. Belanja 

a. Semula Rp. 976.303.675.513,00 

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 33.770.903.566,00 

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.010.074.579.079,00 

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp. (21.382.501.542,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Semula Rp. - 

Bertambah/Berkurang Rp. 35.259.305.590,00 

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 35.259.305.590,00 

b. Pengeluaran Semula Rp. 9.888.402.024,00 

Bertambah/ berkurang Rp. 3.988.402.024,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 13.876.804.048,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 21.382.501.542,00 

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah 
perubahan Rp. - 

Pasal 2 

Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bone Bolango. 

PARAF HIERARKIS 
WAKIL BUPATI : « Ditetapkan di Suwa a 

SERDA - IX pada tanggal -5 Pd? 2024 
4 BUPATI BONE BHOLANGO, 

ASISTEN | | : 84 

ASISTEN II h 
ASISTEN III AS 

KEPALA BADAN : &« 
KABID »A MERK 

Diundangkan a Suwawa 

pada tanggal 25 April 2024 
SEKRETARIS DABRAH KABU N BONE BOLANGO, 

sa 

Ir H- ISHAK NTOMA, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19641106 199103 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 1-2



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

KABUPATEN BONE BOLANGO 
- Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO 

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024 Suwawa, April 2024 

Kepada Yth, 

BUPATI BONE BOLANGO 

Di 

Tempat 

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

OBJEK 

PENGELOLA : 

CATATAN 

LAMPIRAN 

UNTUK 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI 

11 (Satu) Berkas 

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone 

Bolango 

KEPALA 

/AN ADAM, S 
NIP. 1ogosie 200501 1 008 



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466 

TELAAHAN STAF 

: Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango 

: 900.1.3.4/BKPD/BB/T-Staf/148.b/IV/2024 

: Permohonan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 

2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 139/Pmk.07 /2019, Tentang Pengelolaan Dana 
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, 

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 tahun 
2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis 
Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, 

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 

2023 tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun 
berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun 
anggaran 2023: 

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 
2023 Tentang Pengelolmn Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 

Untuk Penghargmn Kinerja Tahun Sebelumnya, 
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024: 

. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-36/PK/2024 tanggal 22 
April 2024 tentang Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 Untuk 

Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, 
Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 146/29/IV/2024 
tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus 
Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi 
Gorontalo Tahun Anggaran 2024: 

. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 46 tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan 

Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, 

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango 

Dari 

Nomor 

Tanggal : 24 April 2024 

Perihal 

I. Dasar TN 

2. 

3 

4 

5 

6 

7 

8. 

9 

Il. Pertimbangan ': a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja 

daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang 

ditentukan penggunaannya terdapat kegiatan dan subkegiatan 

prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang didanai 

dari DAU bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07/2019



Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan 
Dana Otonomi Khusus dimana Penyaluran DAU sebagaimana 
dimaksud dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.g. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan 
penyaluran dari Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap 
I, berupa laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan 
penggunaan sisa DAU pada setiap bidang untuk dukungan bidang 
pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang 
pekerjaan umum tahun sebelumnya: 

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan APBD 2024, 
pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ 
kontrak/perikatan yang melewati Tahun Anggaran berkenaan dapat 
terjadi akibat: a) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan 
yang telah diselesaikan 100” (seratus persen) pada Tahun 
Anggaran berkenaan, dengan melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) kepala SKPD terkait meneliti dasar pengakuan kewajiban 
Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang 
telah diselesaikan dan dituangkan dalam berita acara serah 
terima pada tahun sebelumnya namun belum dilakukan 
pembayaran, untuk menjadi dasar penganggaran dalam APBD 
Tahun Anggaran 2024 dan diformulasikan terlebih dahulu 
dalam RKA-SKPD: 

2) melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan 
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam 

peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 
2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi 
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2024: 

3) pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan 

dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening 
berkenaan, 

4) mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan Surat Penyediaan 
Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran 

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor / 146 / 
29 / iv / 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat 
Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atas beban 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi 
Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dimana Pemerintah Provinsi 
Gorontalo memberikan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus 
Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Atas Beban 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi 
Gorontalo Tahun Anggaran 2024 diberikan sebesar Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang 
pemanfaatannya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di 
Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Pengelolmn Insentif 
Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 
Sebelumnya pasal 22 dimana dalam rangka monitoring 
penggunaan sisa dana insentif daerah sampai dengan tahun 
anggaran 2022 dan/ atau sisa Insentif Fiskal tahun anggaran 2023, 
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan 
dan laporan realisasi penyerapan sisa dana insentif daerah



dan/atau Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan c.g. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan 
Keistimewaan. 

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah point D pergeseran anggaran d. Pergeseran anggaran yang 

tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: 1) Pergeseran antar 
objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas 
persetujuan sekretaris daerah. 2) Pergeseran antar rincian objek 

dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas 
persetujuan PPKD 3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam 
rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas 
persetujuan PPKD. 4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari 

sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna 
Anggaran. 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 point D Belanja daerah dimana Belanja daerah yang 
bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus 
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan 

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 
anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk 
pembayaran kekurangan gaji, tunjangan: 

berdasarkan pertimbangan pada point a s/d g di atas, Pemerintah 

Daerah melakukan langkah langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan sub kegiatan 
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat 
kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum 
yang ditentukan penggunaannya serta menganggarkan kembali 

sisa DAU SG tahun 2023 sebagai persyaratan penyaluran DAU 
SG tahap pertama di tahun 2024 

2. Menganggarkan kembali pekerjaan kontrak/perikatan yang 
melewati tahun anggaran berkenaan berdasarkan reviu terlebih 
dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. 

3. Menganggarkan kembali sisa Dana Insentif Fiskal tahun 2023 
sebagai persyaratan penyaluran Dana Insentif Fiskal tahun 
2024 

4. Menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah 
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang 
pemanfaatannya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur 
jalan di Kecamatan Pinogu yang dianggarkan pada Dinas 
Pekerjaan Umum 

5. Melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam 
objek yang sama. berdasarkan usulan masing masing OPD 
termasuk pergeseran kekurangan dalam komponen 

penggajian. 

6. Melakukan perubahan kedua atas peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD, diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam Perda perubahan APBD



. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bupati Bone Bolango kiranya mempertimbangkan persetujuan permohonan 
penetapan Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas Peraturan 
Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. 

/ASEKRETARIS DAERAH 

| HAK NTOMA, M.Si 
NIP. 19641106 199103 1 005 

aa


